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I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan 

(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban 

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi 

publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 

Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah 

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan 

Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan 

informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan 

implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi. 

 

Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki pedoman pengelolaan 

pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017  tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada 

Keputusan Bupati Badung Nomor 1939/01/HK/2011 Tentang Penetapan 

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung. 

Keputusan tersebut telah diperbaharui dengan Keputusan Bupati Badung 

Nomor 4950/01/HK/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola 

Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, dimana pengelolaanya 

dialihkan dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ke 

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung. 

 

Diharapkan dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan sehingga  akses masyarakat terhadap informasi publik 

berdasarkan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, 

demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan 

berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat 
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mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan 

upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan 

terciptanya kepemerintahan yang baik (goodgovernance). 

 

II. Pelayanan Informasi Publik 

 

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten 

Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 

2018 telah memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana 

prasaran yang memadai. Lokasi ruang pelayanan PPID Kabupaten 

Badung berada di lantai I Gedung Badung Command Center, Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung dengan alamat Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”, jalan raya 

Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 

 

 

 

 
Front Office Pusat Pelayanan Informasi Publik 

PPID Kabupaten Badung 
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Ruang Tunggu  Pusat Pelayanan Informasi Publik 

PPID Kabupaten Badung 

 

 
Ruang Pelayanan dan Konsultasi Permohonan Informasi Publik 

PPID Kabupaten Badung 

 

2. Jam Pelayanan Informasi Publik 
Pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Badung dilaksanakan 

pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Senin – Kamis 09.00 – 15.00 WITA 

Jumat 09.00 – 11.30 WITA 
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Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten 

Badung di www.ppid.badungkab.go.id. dapat diajukan baik dalam 

jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam 

kerja hari berikutnya. 

 
 

Website ppid.badungkab.go.id 
 
 
 

3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan 

 

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan 

setiap saat, secara berkala maupun yang sifatnya serta merta 

disediakan melalui website http://ppid.badungkab.go.id 

 

http://www.ppid.badungkab.go.id/
http://ppid.badungkab.go.id/
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4. Penyediaan Informasi melalui Sosial Media 

Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi ke[ada 

masyarakat, PPID Kabupaten Badung telath memiliki 3 media sosial 

berupa Facebook, Twitter dan Instagram yang terkelola secara aktif 

dalam menyampaikan berita berita daerah Kabupaten Badung. 

 

Twitter 

 

Facebook 

 

Instagram 

@ppidbadung @ppidbadung @ppidbadung 

 

III. Laporan Permohonan Informasi 

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan 

informasi ke PPID Kabupaten Badung Tahun 2018 sebanyak 19 

permohonan, dimana 19 permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai 

dengan permohonan. 

 

Berikut ini daftar permohonan informasi publik pada PPID Kabupaten 

Badung Tahun 2018: 
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IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Sepanjang tahun 2018 PPID Kabupaten Badung telah mendapatkan  1 

sengketa informasi publik yang telah diselesaikan di Komisi Informasi 

Provinsi Bali dengan hasil dimenangkan oleh PPID Kabupaten Badung. 

V. Sumber Daya Manusia 

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Badung melibatkan 

seluruh sumber daya manusia yang ada di Bidang Pengelolaan Informasi 

Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung yang 

meliputi 3 kepala seksi yaitu: 

 

- Kepala Seksi layanan Informasi Publik 

- Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik 

- Kepala Seksi Media Publik 

 

Serta didukung oleh 9 orang staff yang bertugas sesuai jadwal di front 

desk layanan informasi publik dan di back office dalam rangka bersinergi 

memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi publik. 
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VI. Penghargaan 

 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka 

pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi 

Provinsi Bali terhadap keterbukaan Badan Publik di lingkungan 

Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, PPID Kabupaten Badung 

mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik. Kriteria penilaian meliputi tingkat kepatuhan terhadap Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

kelengkapan administrasi, sumber daya manusia, sarana prasarana,  

serta  teknis pelayanan permohonan informasi oleh Badan Publik. Tim 

Penilaian terdiri dari unsur komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali. 

Adapun metode penilaian adalah melalui beberapa tahap, yaitu dengan 

pengisian kuesioner dan pengiriman dokumen pendukung melalui media 

elektronik (email), Tahap Verifikasi, Visitasi dan simulasi, Tahap Sidang 

Pleno dan ditutup dengan Tahap Pengumuman dan Penganugerahan 

Penghargaan. 

 Berdasarkan pengumuman terhadap hasil monitoring dan 

evaluasi terhadap seluruh  PPID utama Kabupaten/Kota se-provinsi Bali, 

PPID Kabupten Badung mendapatkan Penghargaan sebagai Peringkat 

Terbaik ke III dari 10 PPID Kabupaten/Kota/Provinsi se Provinsi Bali. 

Adapun penilaian terhadap PPID Pembantu se-provinsi Bali,  8 PPID 

Pembantu Kabupaten Badung mendapatkan Penghargaan sesuai 

kategori penilaian, yaitu meliputi Juara II Kategori Badan Publik Bidang 

Pendidikan, Juara II kategori Badan Publik Penanaman Modal, Perijinan 

dan pelayanan Satu Pintu, Juara I Kategori Badan Publik keungan, 

Pendapatan dan Aset Daerah, Juara II Kategori Badan Publik 

Kepariwisataan, Juara III Kategori Badan Publik Bidang Transmigrasi dan 

ketenaga Kerjaan, Juara II Kategori Badan Publik Bidang Pekerjaan 

Umum, Perumahan Rakyat dan Tata ruang, Juara II Kategori Badan 

Publik Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan Juara III Kategori 

Badan Publik Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. 

Serta pernghargaan khusus sebagai Badan Publik Inovatif diraih oleh 

Badan Pendapatan Daerah dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 
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Piagam Penganugrahan PPID Kabupaten Badung Sebagai 

Peringkat Ketiga PLID/PPID Utama Provinsi. Kabupaten/Kota se-

Bali Tahun 2018 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. 

 

VII. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung bersumber dari DPA 

Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Badung APBD Tahun Anggaran 2018 meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

 

- Kegiatan Pameran Pembangunan 

Dilaksanakan dalam rangka HUT Provinsi Bali ke – 60 dan HUT 

Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 

tanggal  14 sampai dengan 23 Agustus 2018, 

bertempat di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar yang 

dibuka oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.  

Alokasi Anggaran sebesar : Rp 187.464.700 
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- Kegiatan Pameran Festival Budaya Pertanian 

Dilaksanakan dalam rangka Pameran Festival Budaya Pertanian 

Kabupaten Badung yang digelar secara rutin setiap tahun dengan 

menampilkan potensi pertanian dan dukungan instansi terkait 

dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten 

Badung. Dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 

2018, bertempat di Jembatan Tukad Bangkung, dan dibuka secara 

resmi oleh Bupati Badung.  

Alokasi Anggaran sebesar : Rp 36.842.300 

 

- Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Publik 

Merupakan kegiatan teknis dan administratif dalam rangka 

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, baik dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pengumpulan data (peliputan), 

pengelolaan data, penyajian data hingga menjadi informasi yang 

bermanfaat dan mudah dipahami, serta pelayanan data dan 

informasi oleh petugas layanan informasi. Alokasi Anggaran 

sebesar Rp. 199.329.620, merupakan alokasi anggaran untuk Alat 

Tulis Kantor, BBM Operasional serta belanja jasa tenaga non 

Pegawai sebanyak 8 orang selama 1 Tahun Anggaran. 

 

- Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi 

Merupakan kegiatan administratif berkenaan dengan pelayanan 

informasi dan dokumentasi, baik pelayanan langsung di frontdesk 

pelayanan, pelayanan melalui media elektronik, ataupun kegiatan 

di back office lainnya.  

Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar  Rp. 200.202.300, merupakan 

alokasi anggaran untuk Alat Tulis Kantor, pencetakan formulir-

formulir pelayanan, pencetakan brosur dan banner, pencetakan 

laporan, konsumsi makan-minum rapat, serta belanja perjalanan 

dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam 

daerah ataupun keluar daerah dalam rangka peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. 
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- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 

Merupakan kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi 

sekaligus pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia bagi pejabat dan petugas  pengelola informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 

dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten di 

bidangnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp 13.234.700. 

 

Pada Tahun 2018 PPID Kabupaten Badung telah melaksanakan 

beberapa kali kegiatan dalam rangka sosialisasi keterbukaan 

informasi, diantaranya : 

1. Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Badung, dengan Tema 

“Meningkatkan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan Keterbukaan 

Informasi Publik di Kabupaten Badung, sesuai Amanat 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik”. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018, 

bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan 

Kabupaten Badung, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Badung dan diikuti oleh sekitar 75 peserta dari 

unsur PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Badung. 

Adapun Narasumber adalah Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Badung selaku PPID Kabupaten 

Badung. 

 

2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik  

Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018 yang dibuka oleh 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID 

Kabupaten Badung dan diikuti oleh 150 orang peserta dari 

unsur PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan sosialisasi ini 

bertempat di ruang rapat lantai III Dinas Komunikasi Dan 

Informatika  Kabupaten Badung, dengan menghadirkan 
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Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Bali, yaitu I Gede 

agus Astapa S.Sos, SI. Kom, SE (Ketua Komisi Informasi) dan. 

I Gusti Ngurah Wirajasa, SE (Anggota Komisi Informasi ) serta 

I Made Wijaya, SH (Wakil Ketua Komisi Informasi) sebagai 

Moderator. 

 

3. Rapat Koordinasi  Persiapan Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Badung 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 

bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Badung, diikuti oleh 25 orang peserta 

rapat dari 9 Perangkat Daerah yang akan dilakukan Monev 

oleh Komisi Informasi Provinsi Bali . 

 

4. Rapat Koordinasi dalam rangka Verifikasi dan Pendampingan 

oleh Komisi Informasi Provinsi Bali terhadap Persiapan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik  di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 

bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Badung, diikuti oleh 35 orang peserta 

rapat dari 9 Perangkat Daerah yang akan dilakukan Monev 

oleh Komisi Informasi Provinsi Bali . 

 

5. Visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka 

Pemeringkatan Badan Publik tingkat Provinsi Bali. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018 

bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Badung, dihadiri oleh 15 orang peserta 

dari unsur PPID Pembantu, PPID Utama dan 5 orang 

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali. 
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VIII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kabupaten 

Badung terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang 

sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, PPID Utama sangat 

tergantung dari kecepatan penyampaian data dan informasi dari 

perangkat daerah/PPID Pembantu penguasa informasi, sedangkan untuk 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta 

merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website PPID 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

 

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah penguasa 

dokumen/informasi agar dapat mempercepat dalam merespon 

permohonan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas 

dalam memenuhi permohonan informasi kepada pemohon informasi. 

 

 Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kabupaten Badung tahun 2018. 

 
 
 


